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BAB VIII 
PENATAAN RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI 

Lanjutan [15] 
  

 
8.2. Ketentuan teknis 
 
Perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi penetapan struktur 
ruang kawasan, pola ruang kawasan, pengelolaan lingkungan, prasarana dan 
sarana, serta fasilitas umum dan sosial. 

Struktur ruang kawasan 
 
Perencanaan struktur ruang kawasan reklamasi pantai disusun dengan 
memperhatikan: 
a) Sumbu-sumbu tata ruang kawasan yang memanfaatkan elemen pantai/ 

perairan sebagai garis poros/as kawasan secara visual maupun konseptual; 
b) Struktur ruang kawasan yang melewati di daerah paling tepi dari sekitar 

batas bibir pantai dengan daratan harus dipertahankan menjadi wilayah publik 
yangdapat dinikmati oleh masyarakatumum dengan mudah dimana wilayah 
GarisSempadan Pantai (GSP) dapat dimanfaatkan seperlunya untuk ruang- 
ruang terbuka; 

c) Pola struktur ruang kawasan yang melewati ruang perairan/pantai dibuat 
sealamiah mungkin (linier lurus atau linier lengkung) dengan 
mempertahankan morfologi dan elemen-elemen ruang pantai yang ada. 

Pola ruang kawasan 
 
Pola ruang kawasan reklamasi pantai disusun dengan memperhatikan: 
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a) Keseimbangan antara rencana pemanfaatan lahan untuk fungsi budi daya 
dan lahan untuk fungsi lindung dengan memperhatikan kelestarian lingkungan 
hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan; 

b) Keseimbangan komposisi lahan pemanfaatan ruang antara ruang di daratan 
dengan perairan/tata biru/pantai; 

c) Peruntukan kawasan reklamasi pantai harus dimanfaatkan secara efektif, 
menghargai signifikasi ruang perairan, ada kesinergisan pola ruang kawasan 
budidaya dengan lingkungan alami di sekitarnya; 

d) Pola ruang di sepanjang garis pantai yang merupakan wilayah Garis 
Sempadan Pantai (GSP) harus diarahkan menjadi ruang public (jalan tepian 
pantai atau ruang terbuka) yang dapat diakses dan dinikmati publik; 

e) Pola ruang kawasan diarahkan untuk mengakumulasi beberapa fungsi 
kawasan yang menghargai, menyatu dan memanfaatkan potensi pantai. 

 
Pengelolaan lingkungan 
 
Pengelolaan lingkungan dalam perencanaan tata ruang kawasan reklamasi harus 
mempertimbangkan aspek lingkungan terutama dalam hal penggunaan energi, 
sumber daya alam, pembukaan lahan, penanganan limbah. Hal ini bertujuan 
untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. 
Prasarana dan sarana 
 
Jaringan dan sistem infrastruktur/prasarana sarana dasar (PSD) dirancang 
mengikuti pola struktur ruang kawasan reklamasi. Rencana Induk Sistem (RIS) 
kawasan reklamasi pantai tersebut harus terintegrasi dengan system kota. 
a) Penyediaan jaringan jalan, jembatan, dan transportasi 

Prasarana dan sarana jalan dan transportasi meliputi jaringan jalan dan 
jembatan, terminal, dan pelabuhan/dermaga yang dibutuhkan untuk 
menunjang aktivitas kawasan. Termasuk dalam perencanaan tersebuta dalah 
penyediaan sarana angkutan umum untuk penumpang dan barang. Cara 
pengaturan jalan dan transportasi yang harus diperhatikan: 
1) Kebutuhan transportasi dan pola pergerakan lalulintas; 
2) Jenis moda dan intensitas yangdiperlukan; 
3) Tingkat pelayanan dan fasilitas pelengkap yangdibutuhkan. 

b) Penyediaan sistem drainase kawasan meliputi: saluran air hujan, saluran 
kolektor, bangunan pengendali banjir, polder, dan stasiunpompa; 
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c) Penyediaan jaringan prasarana pengairan (jaringan air bersih, pemadam 
kebakaran, air kotor, dan air baku untuk keperluankawasan); 

d) Penyediaanjaringanprasaranaenergiuntukmenunjangkebutuhantenaga listrik 
kawasan; 

e) Penyediaan jaringan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan 
kemudahan aktivitaskawasan; 

f) Penyediaan jaringan persampahan.  
Fasilitas umum dan sosial 
 
Fasilitas umum dan sosial di kawasan reklamasi pantai meliputi pendidikan, 
kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, 
peribadatan, rekreasi, kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, serta fasilitas 
penunjang kegiatan umum dan sosial lainnya. 
Besaran/standar penyediaan fasilitas umum dan social tersebut mengacu pada 
SNI 03-6981-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan 
sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan. 

 
Kriteria struktur ruang, pola ruang, dan amplop ruang di kawasan 
reklamasi pantai 
 
Secara umum jenis kawasan lindung yang dapat dikembangkan pada kawasan 
reklamasi pantai adalah ruang terbuka hijau. Sedangkan kawasan budi daya 
yang dapat dikembangkan pada kawasan reklamasi pantai meliputi: 
a) Kawasan peruntukanpermukiman; 
b) Kawasan perdagangan dan jasa; 
c) Kawasan peruntukanindustri; 
d) Kawasan peruntukanpariwisata; 
e) Kawasanpendidikan; 
f) Kawasan pelabuhanlaut/penyeberangan; 
g) Kawasan bandarudara; 
h) Kawasancampuran. 



 

 

Kriteria struktur ruang dan pola ruang ditunjukkan pada Tabel 1, sedangkan 
kriteria amplop ruang ditunjukkan pada Tabel 2. 

 
 
 

Tabel 1 Kriteria struktur ruang dan pola ruang di kawasan reklamasi pantai 
 

Jenis Kawasan Kriteria Struktur Ruang Kriteria Pola Ruang 
I. KawasanLindung 
a. Sempadan Pantai 1. Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadamkebakaran; 

2. Utilitas : jaringan listrik, telepon dangas; 
3. Sarana : pusat informasi, kesehatan, peribadatan,keamanan lingkungan, perabot jalan, danpenandaan; 
4. Didukung dengan akses ke pusat pelayanan, ke pusat perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, niaga (pasar rakyat/art &craft shop), daerah tujuan wisata, mixed- use area, keamanan kawasan, dan pelayanankesehatan; 
5. Pengaturantransportasi: 

a. Didukung penyediaan kelengkapan prasaranatransportasi dan kelayakan sistem transportasi darat danperairan; 
b. Penyediaan kelengkapan transportasi air skalalingkungan untuk kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai, seperti dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano,jetty; 
c. Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yangmemadai terminal, halte,pedestrian. 

6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkirdengan sistem: 
a. Kantongparkir; 
b. On streetparking; 
c. Inner court yardparking; 
d. Back yardparking. 

1. Ruang terbuka hijau berupa hutan bakau = 90%- 100%; 
2. Fasum dan fasos/pendukung= 10%; 
3. Ruang terbuka publik dapat disediakan pemerintah maupun swasta/pengemban g dengan prosentase pemanfaatanruang = 20% - 30% dari kawasan perencanaan. 



II.   Kawasan Budi Daya 
a. Kawasan Peruntukan Permukiman 

1. Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadamkebakaran; 
2. Utilitas : jaringan listrik, jaringan informasi dangas; 
3. Sarana : pasar rakyat, pendidikan, kesehatan,peribadatan, pemerintahan, jasa, niaga dankeamanan; 
4. Pengaturan akses ke pusat pelayanan niaga, jasa informasi, kegiatan budi daya (produksi) serta lokasi tujuan industri wisata alam (bila ada) beserta prasarana dansarananya; 
5. Pengaturantransportasi: 

(a) Didukung penyediaan prasarana transportasi diwilayah perairan dandaratan; 
(b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk kanal, sungai, creeks, dan atau lagoon yang memadai; 
(c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalanyang memadai. 

6. Didukung view dan amenitas yang menarik melaui perencanaan: 
(a) Kawasan tepi air/pantai : dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke ruang perairan sehingga sebagian lingkungan permukiman dan perumahan secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai sekaligus menjadi bagian wajah depan dari lingkungan perumahan pantai/sea front housing(area); 
(b) Waterscape; 
(c) Landscape; 
(d) Pelestarian potensi lingkunganpantai. 

1) Perumahan dan permukiman = 40% -60%; 
2) Fasum dan fasos= 10%; 
3) Site development (infrastruktur, ruang terbuka hijau/taman/ lansekap, ruang terbuka publik, ruang terbuka biru/waterscape, jalan & parkir umum) = 30% - 50%. 

 
Jenis Kawasan Kriteria Struktur Ruang Kriteria Pola Ruang 

b. Kawasan Perdagangan & Jasa 
1. Prasarana: jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi,pemadam kebakaran; 
2. Utilitas: jaringan listrik, telepon, dangas; 
3. Sarana: pasar rakyat, pertokoan, mall,supermarket/swalayan, kesehatan, peribadatan, keamanan,bank; 
4. Didukung dengan akses ke pusat pelayanan niaga, jasa informasi, dankegiatanbudidaya(produksi),lokasitujuanindustriwisataalam (bila ada) beserta prasarana dan sarananya serta kawasan perumahan danpermukiman; 
5. Pengaturantransportasi: 

(a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayahperairan dandaratan; 
(b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkunganuntuk kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano,jetty; 
(c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yangmemadai seperti terminal, halte,pedestrian. 

6. Harus menyediakan ruang dan mengaturparkir dengan sistem: 
(a) Kantongparkir; (b) On streetparking; 
(c) Parkingstructure; (d) Inner court yardparking; 
(e) Back yardparking. 

7. Harus menyediakan dan mengatur loading-unloadingarea; 
8. Didukung view dan amenitas yang menarik denganmelalui perencanaan: 

1) Perdagangan dan jasa = 80%; 
2) Fasum dan fasos =10%; 
3) Site development (infrastruktur, ruang terbuka hijau/taman/ lansekap, ruang terbuka publik, ruang terbuka biru/ waterscape, jalan & parkir umum) = 10%. 



c. Kawasan Peruntukan Industri 
1. Prasarana:jaringanjalan,airbersih,drainase,sanitasi,pemadam kebakaran; 2. Utilitas: jaringan listrik, telepon, informasi, dangas; 3. Sarana: kesehatan, peribadatan, niaga, keamanan, tempatbongkar muat, pergudangan, terminal petikemas; 4. Didukung dengan akses ke pusat pelayanan niaga danpelayanan pelabuhan; 5. Pengaturantransportasi: 

(a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayahperairan dandaratan; 
(b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkunganuntuk kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano,jetty; 
(c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai seperti terminal, halte,pedestrian. 6. Harusmenyediakanruangdanmengatursistemloading-unloading; 7. Harus menyediakan dan mengatur parkir dengansistem: 
(a) Kantongparkir; (b) Inner court yardparking; 
(c) Back yardparking. 8. Didukung amenitas yang nyaman untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kualitas lingkungan melauiperencanaan: 
(a) Waterscape; 
(b) Landscape/Green Belt/Buffer Zone untuk mereduksipolusi industri  terhadap lingkungansekitar; 
(c) Pelestarian potensi lingkunganpantai. 

1) Industri = 40%- 60%; 
2) Fasum dan fasos =10%; 
3) Site development (infrastruktur, ruang terbuka hijau/taman/l lansekap, ruang terbuka publik, ruang terbuka biru/ waterscape, jalan & parkir umum) = 30% - 50%. 

 
 

Jenis Kawasan Kriteria Struktur Ruang Kriteria Pola Ruang 
d. Kawasan Peruntukan Pariwisata 

1. Prasarana:jaringanjalan,airbersih,drainase,sanitasi,pemadam kebakaran; 
2. Utilitas : jaringan listrik, telepon dangas; 
3. Sarana : pasar rakyat tradisional/seni/art & craft shop,kesehatan, peribadatan,keamanan,niaga,jasainformasi,kegiatanbudidaya (produksi), keamanan dan pelayanan kesehatan,museum; 
4. Didukung dengan akses ke pusat pelayanan ke pusat pelayanan niaga (pasar rakyat/art & craft shop), daerah tujuan wisata, jasadan pusat informasi wisata, kegiatan budi daya (produksi), lokasi tujuan industri wisata alam (bila ada), mixed-use area, keamanankawasan dan pelayanankesehatan; 
5. Pengaturantransportasi: 

(a) Didukung penyediaan kelengkapan prasarana transportasidan kelayakan sistem transportasi darat, perairan danudara; 
(b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkunganuntuk kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano,jetty; 
(c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yangmemadai seperti terminal, halte,pedestrian. 

6. Harusmenyediakanruangdanmengaturparkirdengansistem: 
(a) Kantongparkir; (b) Inner court yardparking; 
(c) Back yardparking. 

1) Bangunan penunjang pariwisata = 40%; 
2) Fasum dan fasos =10%; 
3) Site development(infrastruktur, ruang terbuka hijau/taman/lan sekap, ruang terbuka publik, ruang terbuka biru/ waterscape, jalan & parkir umum) = 50%. 

 
 
 



pertokoan, kesehatan, peribadatan, keamanan, fasilitas umum dan fasilitassosial; 
4. Didukung dengan akses ke pusat kawasan perumahan dan permukiman, pelayanan niaga, perdangan dan jasa sertapusat kebudayaan; 
5. Pengaturantransportasi: 

(a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayahperairan dandaratan; 
(b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkunganuntuk kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano,jetty; 
(c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadaiseperti terminal, halte,pedestrian. 

6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengansistem: 
(a) Kantongparkir; 
(b) On streetparking; 
(c) Inner court yardparking; (d) Back yardparking. 

7. Didukung view dan amenitas yang menarik dengan melalui perencanaan: 
(a) Kawasan tepi air/pantai : dimana konfigurasi sebagianbangunan diorientasikan keruang 
(b) perairan sehingga sebagian kawasan pendidikan secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai sekaligus menjadi bagianwajah depan dari lingkungan perdagangan danjasa; 
(c) Waterscape; 
(d) Landscape/GardenCity; 

3) Site development (infrastruktur, ruang terbuka hijau/taman/lan sekap, ruang terbuka publik, ruang terbuka biru/ waterscape, jalan & parkir umum) = 30% - 50%. 

 
Jenis Kawasan Kriteria Struktur Ruang Kriteria Pola Ruang 

f. Kawasan Pelabuhan Laut / penyebe- rangan 

1. Prasarana:jaringanjalan,airbersih,drainase,sanitasi,pemadam kebakaran; 2. Utilitas: jaringan listrik, telepon dangas; 
3. Sarana: tempat bongkar muat, gudang, terminal penumpang, terminal barang dan peti kemas, kesehatan, karantina, bea cukai, peribadatan, keamanan dan jasainformasi; 
4. Didukungdenganaksesmenujupusatpelayanandistribusibarangdan penumpang; 
5. Pengaturantransportasi: 

(a) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lokal/nasional/internasionaluntuklaut,pantai,kanal,sungai,creeks dan atau lagoon yang memadai seperti dermaga, pelantar, kapal, boat, kano, pontoon, kapal tarik, ferry dan kelotokboat, kano; 
(b) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadaiseperti terminal, halte,pedestrian. 6. Harusmenyediakanruangdanmengaturparkirdengansistem: 
(a) Kantongparkir; 
(b) Inner court yardparking; 
(c) Back yardparking. 

7. Didukung amenitas yang nyaman untuk meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dan menjaga kualitas lingkungan melaui perencanaan: 
(a) Dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke ruang perairan sehingga sebagian kawasanpelabuhan/penyeberangan secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai sekaligus menjadi bagian wajah depan dari lingkungan pelabuhan/penyeberangan; 
(b) Pelestarian potensi lingkunganpantai. 

1) Bangunan penunjang kawasan pelabuhan udara = maksimal40%; 
2) Site development (dermaga, pelantar, infrastruktur, ruang terbuka hijau/taman/lan sekap, ruang terbuka publik, ruang terbuka biru/water- scape, jalan & parkir umum) = minimal 60%; 
3) Penataan diupayakan berdekatan dengan kawasan industri dan 



danpenumpang; 
5. Pengaturantransportasi: 

(a) Penyediaan kelengkapan transportasi udara yang didukung oleh kedudukan bandar udara mempunyai jangkauan pelayanan tidak saja dalam lingkup propinsi itu sendiri,tetapi juga mencapai wilayah nasional bahkaninternasional; 
(b) Bandar udara mempunyai kemampuan operasional tinggiyang didukung dengan panjang landasan pacu (run way) sepanjang lebih dari 1.800 meter yang dapat didarati pesawat berbadan besar; 
(c) Didukung fasilitas penunjang bandara udara seperti: gudang, perkantoran, kargo, penanda transportasi,moda; 
(d) Didukung penyediaan kelengkapan transportasi jalanyang memadai. 

6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengansistem: (a) Kantongparkir; (b) Inner court yardparking; 
(c) Back yardparking. 

7. Didukung amenitas yang nyaman untuk meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dan menjaga kualitas lingkungan melaluiperencanaan: 
(a) Dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke ruang perairan sehingga sebagian kawasan bandar udara secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai (bila ditepi pantai) sekaligus menjadi bagian wajah depan dari lingkungan bandarudara; 
(b) Pelestarian potensi lingkungan pantai (bila di sekitartepi pantai). 

infrastruktur, ruang terbuka hijau/taman/ lansekap, ruang terbuka publik, ruang terbuka biru/waterscape (bila di tepi pantai), jalan & parkir umum) = minimal 60%; 
3) Pemanfaatan sebagian ruang kawasan bandar udara diarahkan untuk lahan penunjang seperti kawasan cargo, pergudangan, perhotelan dan perkantoran yang menunjang fungsi bandarudara; 
4) Pengembangan diupayakan berdekatandengan kawasan industri dan pusatdistribusi   

Jenis Kawasan Kriteria Struktur Ruang Kriteria Pola Ruang 
h. Kawasan Mixed - Use 

1. Prasarana:jaringanjalan,airbersih,drainase,sanitasi,pemadam kebakaran; 
2. Utilitas: jaringan listrik, telepon dangas; 
3. Sarana:pasarrakyat,kesehatan,peribadatan,keamanan,fasilitas umum dan fasilitassosial; 
4. Didukung dengan akses ke pusat pelayanan niaga, perdangan dan jasa, kegiatan budi daya (produksi), lokasi tujuan industri wisata alam (bilaada)besertaprasaranadansarananya,kawasanperumahandan permukimansertapelabuhanudaradanlaut/penyeberangan; 
5. Pengaturantransportasi: 

(a) Didukungpenyediaanprasaranatransportasidiwilayahperairan dandaratan; 
(b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skalalingkungan untuk kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti dermaga lingkungan/kolektif, pelantar,boat, kano; 
(c) Penyediaankelengkapantransportasijalanyangmemadaiseperti terminal, halte,pedestrian. 

6. Harusmenyediakanruangdanmengaturparkirdengansistem: (a) Kantongparkir; 
(b) On streetparking; 
(c) Parkingstructure; 
(d) Inner court yardparking; (e) Back yardparking. 

7. Harusmenyediakandanmengaturloading-unloadingarea; 
8. Didukungviewdanamenitasyangmenarikdenganmelalui perencanaan: 

(a) Kawasan tepi air/pantai : dimana konfigurasi sebagianbangunan 

1) Mixed-use = 80%; 
2) Fasum dan fasos =10%; 
3) Site development(infrastruktur, ruang terbuka hijau/taman/ lansekap, ruang terbuka publik, ruang terbuka biru/water scape, jalan & parkir umum) = 10%. 



I.    Kawasan Lindung 
a. Sempadan Pantai KDB pendukung = maks 10% 

KLB pendukung = 0,1 atau ketinggian bangunan = 1 lantai 
90% - 100% (a) GSB depan bangunan tiap unit bangunan = ½ ROW jalan umum di depanbangunan 

(b) GSB samping bangunan pendukung ruang terbuka publik = minimal 5meter 
(c) GSB belakang bangunan tiap unit bangunan perdagangan dan jasa = minimal 5meter 

(a) GSS = ½ lebar badan sungai, dimanfaatkan untuk jalan inspeksi atau jalurhijau. 
(b) GSP = 30meter - 50 meter dari titik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis/ engineering harus profesional). 
(c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk ruang publik, wisata pantai dan atau green beltarea. 

 
 
 
 
 
 

Jenis Kawasan 
 KDB  KLB  KDH  GSB  GSS / GSP 

II.   Kawasan Budi Daya 
a. Kawasan Peruntukan Permukiman 

40% - 60 %  KLB permukiman landed house darat & laut = maks 2 atau ketinggian bangunan = maks 4lantai  KLB apartemen/ town house = maks 10 atau ketinggian bangunan = maks 12 lantai 

40% - 60% (a) GSB depan bangunan tiap unit bangunan = ½ ROW jalan umum di depanbangunan. 
(b) GSB samping bangunan tiap unit bangunan deret, kopel & rumah tunggal = minimal 2 meter, sedangkan apartemen/town house = minimal 1/10 tinggi bangunan. 
(c) GSB belakangbangunan tiap unit bangunan deret, kopel & rumah tunggal = minimal 2 mter, sedangkan apartemen/town house = minimal 1/10 tinggi bangunan. 

(a) GSS = ½ lebar badan sungai, dimanfaatkan untuk jalan inspeksi atau jalurhijau. 
(b) GSP = 30meter - 50 meter dari titik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis/ engineering harus profesional). 
(c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk green belt area dan atau coastal road area. 

 
 



ketinggian bangunan = maks 2lantai 
dengan KLBmaksimum dan diharuskan membangun semi basement untukparkir). 

(b) GSB samping bangunan tiap unit bangunan perdagangan dan jasa = minimal 4 meter (untuk menjaga jarak dan memberi ruang gerak penyelamatan diri apabila terjadi kebakaran). 
(c) GSB belakangbangunan tiap unit bangunan perdagangan dan jasa = minimal = 0  atau minimal 1/10 tinggi bangunan. 

- 50 meter dari titik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis / engineering harus profesional). 
(c) GSPyang besar bisa dimanfaatkan untuk green belt area dan atau coastal road area. 

 
 

Jenis Kawasan 
 KDB  KLB  KDH  GSB  GSS / GSP 

c. Kawasan Peruntukan Industri 
40% - 60% KLB = maks 1 atau ketinggian bangunan = 2 lantai 

40% - 60% (a) GSB depan bangunan tiap unit bangunan = ½ ROW jalan umum di depan bangunan dimanfaatkan untukzona green belt untuk mereduksipolusi 
(b) GSB sampingbangunan minimal 1 kali tinggi bangunan 
(c) GSB belakangbangunan minimal 1 kali tinggi bangunan 

(a) GSS = ½lebar badan sungai, dimanfaatkan untuk jalan inspeksi atau jalurhijau. 
(b) GSP = 30meter - 50 meter dari titik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis/ engineering harus profesional). 
(c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk bufferzone area antara daerah industri dengan lingkungan sekitar dan atau green beltarea. 

 
 
 
 
 
 

Jenis Kawasan 
 KDB  KLB  KDH  GSB  GSS / GSP 



hotel =maks 10 atau ketinggian bangunan = maks 12 lantai 

tiap unit  bangunan resort =  minimal 5 meter, sedangkanhotel = minimal 1/10 tinggi bangunan. 
(c) GSB belakangbangunan tiap unit resort= minimal 5 meter, sedangkan hotel = minimal 1/10 tinggi bangunan. 

50 meter darititik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis/ engineering harus profesional). 
(c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk ruang wisata pantai dan atau green belt area. 

 
 
 
 
 
 
 

Jenis Kawasan 
 KDB  KLB  KDH  GSB  GSS / GSP 

e. Kawasan Pendidikan 
di darat & laut = 40% - 60%  KLB di darat & laut = maks 2 atau ketinggian bangunan = maks 4lantai  Ketinggian bangunan pendukung (fasos & fasum) = min 1 lantai 

40% - 60% (a) GSB depan bangunan tiap unit bangunan = ½ ROW jalan umum di depanbangunan 
(b) GSB samping minimal 8 meter 
(c) GSB belakang bangunan minimal 8meter 

(a) GSS = ½ lebar badan sungai, dimanfaatkan untuk jalan inspeksi atau jalurhijau. 
(b) GSP = 30meter - 50 meter dari titik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis/ engineering harus profesional). 
(c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk green belt area dan atau coastal road area. 

 
 
 
 
 
 

Jenis Kawasan KDB KLB KDH GSB GSS / GSP 



tiap unit bangunan = minimal 1/10 tinggi bangunan. 
(c) GSB belakangbangunan tiap unit bangunan minimal 1/10 tinggi bangunan. 

- 100 meter dari titik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis/ engineering harus profesional). 
(c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk ruang loading- unloadingbarang dan penumpang dan atauparkir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jenis Kawasan KDB KLB KDH GSB GSS / GSP 

g. Kawasan Bandar Udara 
maks 40% KLB maks 1,5 atau ketinggian bangunan = maks 3 lantai kecuali tower mercu suar 

min 60% (a) GSB depan bangunantiap unit bangunan = ½ ROW jalan umum di depan bangunan, dimanfaatkan untuktaman/parkir. 
(b) GSB samping bangunan tiap unit  bangunan = minimal 1/10  tinggibangunan. 
(c) GSB belakang bangunan tiap unit bangunanminimal 1/10 tinggibangunan. 

(a) GSS = ½ lebarbadan sungai, dimanfaatkan untuk jalan inspeksi atau jalurhijau. 
(b) GSP = 50 meter - 100 meter dari titikpasang tertinggi,  atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis/ engineering harus profesional). 
(c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk landasan pacu (run way). 

 
 
 
 

Jenis Kawasan KDB KLB KDH GSB GSS / GSP 



ketinggian bangunan = maks 4lantai 
maksimum dan diharuskan membangun semi basement untukparkir). 

(b) GSB samping bangunan tiap unit bangunan perdagangan dan jasa = minimal 4 meter (untuk menjaga jarak dan memberi ruang gerak penyelamatan diriapabila terjadikebakaran). 
(c) GSB belakang bangunan tiap unit bangunan perdagangan dan jasa = minimal = 0 atau minimal 1/10 tinggibangunan. 

- 50 meter dari titik pasang tertinggi, atau GSP = 0 (penanganan rekayasa teknis / engineering harus profesional). 
(c) GSP yangbesar bisa dimanfaatkan untuk green belt area dan atau coastal road area. 

 

Catatan : 
 

a) laut = areal yangdireklamasi 
b) darat=bagiandaratanyangberbatasandenganarealyangdireklamasi 
c) ketentuanyangtercantumdalamtabelinimerupakanpersyaratanminimalyangdapatdisesuaikandenganperaturansetempat yangberlaku. 
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